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No.608, 2011 KEPOLISIAN NEGARA RI. Kode Etik. Penegakan.
Sanksi.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung
jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan
prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang
terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya
dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang
patut dan tidak patut;

b. bahwa penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia harus dilaksanakan secara
obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian
hukum dan rasa keadilan (legal and legitimate), serta
hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa
pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
mengamanatkan pengaturan Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4255);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4256);

4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat
Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah
sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang
memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.
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3. Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di
bidang operasional maupun di bidang pembinaan.

4. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur
Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta
mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen
moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan,
kemasyarakatan, dan kepribadian.

5. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah
norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan
landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun
ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau
tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas,
wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

6. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah
suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas
memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran
KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.

7. Sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri.

8. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Anggota
Polri yang bertentangan dengan KEPP.

9. Terduga Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena
perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan
Pelanggaran KEPP.

10. Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena kesalahannya
telah dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang
KKEP.

11. Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang
diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk melakukan
pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di Sidang KKEP,
pemeriksaan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri terhadap
Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran KEPP dan
rehabilitasi Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar atau
tidak terbukti sebagai Pelanggar.

12. Pemeriksaan Pendahuluan KEPP adalah serangkaian tindakan
pemeriksa untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan
pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta
dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat
terang tentang terjadinya Pelanggaran KEPP dan menemukan
pelanggarnya.
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13. Audit investigasi adalah serangkaian kegiatan penyelidikan dengan
melakukan pencatatan, perekaman fakta, dan peninjauan dengan
tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang peristiwa yang diduga
pelanggaran KEPP guna mencari dan menemukan Terduga
Pelanggar.

14. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau
istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau Pendamping
Pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan
mengajukan permohonan kepada Komisi Banding Kode Etik Polri
melalui Atasan Ankum.

15. Komisi Banding Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi
Banding adalah perangkat yang dibentuk di lingkungan Polri yang
bertugas melaksanakan pemeriksaan pada tingkat banding.

16. Sidang Komisi Banding adalah sidang pada tingkat banding untuk
memeriksa, memutus, menguatkan, mengubah atau membatalkan
putusan KKEP.

17. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat
PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang
berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti
melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana.

18. Atasan adalah setiap Anggota Polri yang karena pangkat dan/atau
jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari anggota yang dipimpin.

19. Bawahan adalah setiap Anggota Polri yang karena pangkat dan/atau
jabatannya berkedudukan lebih rendah dari Atasan.

20. Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Ankum
adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan
menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.

21. Atasan Ankum adalah atasan langsung Ankum.

22. Etika Kenegaraan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

23. Etika Kelembagaan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap
institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi
sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan
segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.

24. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang
senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani
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masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya
Indonesia.

25. Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri
dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun
dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

26. Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan
jabatan dan penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan,
fungsi, atau wilayah yang berbeda.

27. Perintah Kedinasan adalah perintah dari pejabat berwenang yang
disertai dengan surat perintah tugas untuk melaksanakan tugas-
tugas Kepolisian.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan guna:

a. menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;

b. memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota
Polri;

c. menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;

d. menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan

e. memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.

Pasal 3

Prinsip-prinsip KEPP meliputi:

a. kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik Anggota
Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;

b. kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota
Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab
dalam pelaksanaan penegakan KEPP;

c. sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan
cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi
kebenaran dan keadilan;

d. kesamaan hak, yaitu setiap Anggota Polri yang diperiksa atau
dijadikan saksi dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang
sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi,
ras, golongan, dan agama;

e. aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang KKEP dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya; dan
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